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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1
Tinjauan Pustaka
2.1.1 
 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.1.1    Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

 Salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Salah satunya dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam ruang lingkup kegiatan perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang serta menghadapi persaingan global terutama bagi perusahaan yang telah berkembang dan go public.
Adapun pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut Indra Surya (2006;25) adalah sebagai berikut:
“Good Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder”.
Sedangkan pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut Mas Ahmad Daniri (2005;8) adalah sebagai berikut: 
“Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku”.
Sementara definisi Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002, adalah :
“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem yang mengatur mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan (sustainable) untuk menaikan nilai saham, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.
2.1.1.2
  Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
Menurut Menteri BUMN No:Kep.117/M-MBU/2002, prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang  diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.
Sementara menurut Mas Ahmad Daniri (2005;9) prinsip dasar Good Corporate Governance  (GCG) adalah sebagai berikut:
“1. Akuntabilitas (Accountability)
2. Transparansi (Transparency)
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
4. Kemandirian (Independency)
5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)”.
Penjelasan dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di atas adalah sebagai berikut:
1.  Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas  yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

2. Transparansi (Transparency)

     Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
4. Kemandirian (Independency)

Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Kesetaraan dan kewajaran ( Fairness ) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.1.1.3
  Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

Terdapat enam tujuan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) menurut BUMN sesuai SK. Menteri No.117/M-MBU/2002 Pasal 4, yaitu: 

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.
2.1.2
Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
2.1.2.1
Pengertian Mekanisme Good Corporate Governance (GCG)
Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip Good Corporate Governance (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. 
Dalam kaitan ini, mekanisme governance menurut Akhmad Syakhroza (2002;27) dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut”. 
Sementara menurut Mas Ahmad Daniri (2005;8) mekanisme Good Corporate Governance adalah sebagai berikut: 
“Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku”.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan GCG merupakan suatu prosedur yang dapat mengendalikan perusahaan, sehingga memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham dan stakeholders secara berkesinambungan dalam jangka panjang. 
2.1.2.2
Implementasi Mekanisme Good Corporate Governance (GCG)

Dalam konteks pengendalian dikenal adanya mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme eksternal governance biasanya dikenal dengan istilah “mekanisme di dalam mengendalikan perusahaan”. Didalam kaitan ini kontrol melalui mekanisme pasar dilakukan oleh mekanisme pasar modal (capital market), pasar produk (product market) serta tenaga kerja (labour market). Ketiga mekanisme ini berdampak pada harga saham bila kinerja manajemen dianggap tidak memuaskan harga saham akan mengalami penurunan yang pada akhirnya terjadinya permintaan berupa penggantian manajemen oleh pasar, dimana pasar yang dimaksud adalah para stakeholder. 


Berjalannya mekanisme dengan instrumen pasar tentunya akan efektif pada kondisi pasar relatif sempurna dan efisien serta informasi yang tersedia cukup memadai. Kondisi pasar modal dinegara berkembang termasuk Indonesia, belum mempunyai karakteristik ini, sehingga diperlukan mekanisme lain sebagai alternatif. Dalam hal ini peranan mekanisme governance internal dapat memberikan solusi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 1995, yang merupakan kerangka penting bagi perundang-undangan mengenai mekanisme GCG di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 1995, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan mekanisme tertentu yang dijalankan melalui dewan direksi dan dewan komisaris yang mewakili perusahaan, sehingga melalui perannya dapat terlihat implementasi  mekanisme GCG secara nyata. Adapun stuktur umum suatu perusahaan berbentuk PT di Indonesia sebagai cerminan mekanisme penerapan GCG adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Struktur Umum PT di Indonesia
sebagai cerminan mekanisme penerapan GCG

Berdasarkan gambar di atas akan terlihat mekanisme penerapan GCG di dalam suatu perusahaan. Alur pertama, menunjukkan adanya pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari pemegang saham yang diwakili dalam RUPS kepada dewan komisaris. RUPS merupakan mekanisme utama perlindungan dan pelaksanaan hak-hak pemegang saham di dalam suatu perusahaan. Alur kedua, menunjukkan bahwa dewan komisaris menugaskan dewan direksi untuk menjalankan kebijakan-kebijakan perusahaan dan mengoperasionalkan dalam hal teknis manajerial. Dalam hal ini dewan komisaris berfungsi sebagai supervisor atau pengawas terhadap kinerja dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Alur ketiga, menunjukkan adanya pertanggungjawaban dari dewan direksi atas pengelolaan manajemen secara langsung kepada pemegang saham melalui RUPS (FCGI, 2002).


Dengan adanya mekanisme penerapan GCG yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka diharapkan akan menghasilkan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan dan tercipta sinergi yang baik antara kepentingan pemegang saham dan manajemen.


Untuk lebih jelasnya mengenai peranan dan fungsi RUPS, dewan komisaris, dan dewan direksi di dalam suatu perusahaan berdasarkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (2002) adalah sebagai berikut:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Hal terpenting dari penerapan GCG adalah bahwa setiap hak pemegang saham harus mendapat perlindungan yang pasti, dan perusahaan harus mengembangkan sistem yang memungkinkan pemegang saham menjalankan hak-haknya. Mekanisme utama perlindungan dan pelaksanaan hak-hak pemegang saham adalah RUPS. Melalui RUPS, pemegang saham dapat memberikan suaranya dalam menentukan arah pengelolaan perusahaan, mendapatkan informasi material yang penting tentang perkembangan perusahaan, dan memutuskan besar keuntungan Perseroan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Menurut Bukart et. al. (1997) yang dikutip oleh Gumanti (2001) menyatakan bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu cara yang digunakan pemegang saham untuk mendelegasikan kendali pada tingkat tertentu kepada manajer. Pemegang saham institusional merupakan  pihak yang memiliki tingkat kepemilikan besar dalam perusahaan, sehingga diharapkan dapat memonitor kinerja perusahaan dan mendeteksi adanya manajemen laba. Oleh karena itu kepemilikan saham institusional yang besar dapat memberikan pengaruh yang besar juga terhadap perusahaan. Keberadaan kepemilikan saham institusional dengan kata lain struktur kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan salah satu mekanisme GCG, selain perlindungan hukum bagi para pemegang saham juga berperan aktif sebagai agen pengawas (monitoring agent). 
2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri dari beberapa komisaris salah satunya komisaris independen. Komisaris sebuah perusahaan diangkat oleh RUPS. Mereka diangkat untuk suatu periode tertentu, dan apabila dimungkinkan, mereka bisa diangkat kembali. Dalam Anggaran Dasar diatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan tersebut. Dalam undang-undang PT di Indonesia tahun 1995 ditetapkan bahwa anggota dewan komisaris dapat diberhentikan sementara oleh RUPS. Dalam implementasinya dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan mekanisme penerapan GCG. dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.
Lebih lanjut tugas utama dewan komisaris adalah sebagai berikut:

· Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.

· Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.

· Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
· Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan apabila diperlukan.

· Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan.
 Dalam implementasinya dewan komisaris didukung oleh komite-komite khusus. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan dewan komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian dewan komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik oleh manajemen. Komite-komite khusus ini diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Komite Audit

Menurut Bapepam melalui SE-03/PM/2000 komite audit adalah suatu komite yang sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang ekternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG yang pada akhirnya dapat membatasi atau bahkan mencegah manajemen laba. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris yang antara lain meliputi: 

· Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan.
· Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
· Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
b) Komite Remunerasi

Komite Remunerasi dapat dibentuk oleh dewan komisaris untuk menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

· Mengkaji dan merekomendasikan perubahan sistem remunerasi direksi, komisaris, dan karyawan sehingga mencerminkan keterkaitan antara pencapaian target kinerja perusahaan dengan tingkat rewards dan punishment yang diterima.

· Mengkaji dan merekomendasikan perubahan pemberian dan penggunaan fasilitas yang disediakan bagi direksi, dewan komisaris, dan karyawan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang menimbulkan pemborosan.
c) Komite Nominasi

Komite Nominasi bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai daftar calon direktur dan komisaris untuk dipilih oleh RUPS dan direktur yang akan dipilih oleh komisaris untuk mengisi kekosongan.
d) Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.

e) Komite Kebijakan Corporate Governance
Komite Kebijakan Corporate Governance bertugas sebagai fasilitator bagi dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan dan sistem GCG secara menyeluruh oleh direksi serta menilai konsistensi penerapan yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari Anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk anggota dari luar perusahaan.
3. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan sekelompok direktur-direktur yang diketuai oleh presiden direktur. Dewan direksi bertugas untuk mengelola perusahaan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan perusahaan, dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Dewan direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada seluruh pemegang saham melalui RUPS. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, direksi dapat menggunakan jasa profesional mandiri sebagai penasihatnya.
2.1.2.3   Manfaat  Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
Manfaat dari mekanisme penerapan Good Corporate Governance ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu pula mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh dan berkembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain ;

  “1.  Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

2. Mengurangi biaya modal (Cost of Capital)

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang

4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan”.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan GCG dapat memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan, terutama menyangkut masalah kebijakan-kebijakan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Positive Accounting Theory, menurut Watts dan Zimmerman (1986) yang dikutip oleh Belkaoui (2002;187) yang mengemukakan bahwa  manajeman perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi yang digunakan. Dengan adanya mekanisme penerapan GCG di dalam suatu perusahaan, maka akan dapat mengontrol pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen, karena dengan adanya kebebasan manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan bagi perusahaan tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang.
2.1.3
Positive Accounting Theory
Positive Accounting Theory menurut Watts dan Zimmerman (1986) yang dikutip oleh Belkaoui (2002;187) menyatakan bahwa Positive Accounting Theory yaitu suatu teori yang berkaitan dengan prediksi tindakan-tindakan perusahaan atas adanya kebijakan akuntansi dan bagaimana perusahaan akan merespon usulan standar akuntansi yang baru. Suatu perusahaan dapat dipandang sebagai serangkaian kontrak, misalnya antara perusahaan dengan karyawan (termasuk manajer), kreditur, pemasok, pelanggan, dan pemerintah.


Hampir semua kontrak memiliki variabel akuntansi keuangan, misalnya kompensasi berdasarkan profitabilitas dan pinjaman berdasarkan atas pemeliharaan perjanjian tertentu. Kontrak ini juga memiliki biaya, misalnya biaya negosiasi, pengawasan, ketidakpatuhan, dan sebagainya.


Positive Accounting Theory mengusulkan agar manajemen perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan biaya kontrak tersebut. Positive Accounting Theory juga mengusulkan dengan adanya berbagai pilihan kebijakan akuntansi yang dapat menguntungkan atau memaksimalkan utilitas mereka sendiri yang disebut dengan perilaku oportunistik (oportunistic behaviour), misalnya dalam menghadapi bonus (bonus plan), kontrak hutang (debt to equity/leverage), dan biaya politik (political cost). Selain itu Positive Accounting Theory juga mengasumsikan sikap oportunistik manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat meminimalkan biaya perusahaan. Hal ini disebut denga efficient contract.


Ada tiga hipotesis yang dikemukakan oleh Positive Accounting Theory yang didasarkan perilaku oportunistik, yaitu bonus plan hypotesis (manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan aturan bonus cenderung akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan keuntungan), political cost hypothesis (perusahaan yang besar cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan keuntungan yang dilaporkan), dan debt to equity hypothesis (perusahaan yang memiliki kesulitan karena hutang atau debt to equity rasionya tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan). Tiga hipotesis itu muncul seiring adanya motivasi karena pemisahan pengelolaan perusahaan antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan (Agency Theory).
2.1.4  Teori Keagenan (Agency Theory)


Perusahaan merupakan sekumpulan kontrak mengenai bagaimana input-input dikelola menjadi output serta bagaimana setiap input mendapatkan bagian dari output yang dihasilkan. Dengan demikian masalah keagenan adalah masalah yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dengan kontrak tersebut. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007;554) Teori Keagenan (agency theory) merupakan hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang timbul antara principal dengan menggunakan jasa agen untuk kepentingan principal. Secara garis besarnya, principal bukan hanya pemilik, tapi juga kreditur, pemegang saham, maupun pemerintah.


Secara garis besar ada dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara agen dengan pemegang saham  dan antara agen dengan pemberi pinjaman. Agar hubungan kontraktual ini berjalan lancar, pemilik perusahaan akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen, dan hubungan ini juga perlu daitur dalam suatu kontrak. Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan pemilik perusahaan dalam konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan.

Masalah keagenan sebenarnya muncul pada saat principal tidak dapat memastikan bahwa manajemen (agen) bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan principal. Ada dua cara untuk menangani masalah-masalah dalam keagenan, yaitu:

1. Pemantauan. Principal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dan mengorbankan kepentingan principal. Contoh dari sistem ini laporan keuangan yang di audit.

2. Kontrak insentif. Principal mencoba mengurangi masalah keagenan dengan menerapkan kontrak insentif yang sesuai. Principal sebaiknya mendefinisikan ukuran sedemikian rupa sehingga hal tersebut pada akhirnya akan memajukan kepentingannya. Namun sistem insentif yang efektif sekalipun masih ada kemungkinan terjadinya masalah keagenan, yang disebut dengan kerugian residual. Tambahan biaya kompensasi insentif, biaya pemantauan, dan kerugian residual secara umum disebut biaya agensi (agency cost).
2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1  Pengertian manajemen Laba

   Laporan laba rugi (income statement or statement of earnings) merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting bagi pemakai informasi keuangan. Laporan laba rugi mengikhtisarkan hasil dari aktivitas ekonomi perusahaan selama satu periode akuntansi.
Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan-perusahaan. Pentingnya laporan keuangan juga diungkapkan oleh Belkaoui (2002;57 ) bahwa :

“Laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik”.

Ada kepercayaan dikalangan manajer bahwa pengguna eksternal laporan keuangan tidak sepenuhnya menyesuaikan efek atau pengaruh dari perbedaan kebijakan akuntansi diantara perusahaan. 

Manajer seperti ini secara opportunistik mencari kemungkinan meningkatkan nilai saham mereka melalui teknik akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporakan (reported earnings). Sebagai akibatnya, investor mungkin ditipu sementara mengenai nilai dasar perusahaan (Firm Fundamental Values).
Definisi manajemen laba menurut Schipper (1989) yang dikutip oleh John J. Wild (2005;120) merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk kepentingan pribadi.
Adapun pengertian manajemen laba menurut Merchand dan Rockness (1994) yang dikutip oleh Gumanti (2001) adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporakan yang bisa memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis yang sesungguhnya tidak dialami oleh perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut dapat merugikan perusahaan.
Sementara menurut Scott (2003) yang dikutip oleh Gumanti (2001) mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan manajemen melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan guna memaksimalkan kepentingan manajemen yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dalam jangka panjang.

2.1.5.2 Strategi Atau Teknik Manajemen Laba

   Menurut John J. Wild (2005;121) Strategi Atau Teknik Manajemen Laba adalah sebagai berikut:
1. Increasing Income
Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan di pandang lebih baik. Kasus yang terjadi adalah perusahaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif sepanjang periode waktu yang panjang. Selain itu perusahaan dapat melakukan dapat meningkatkan laba dan kemudian membalik akrual sekaligus pada suatu saat pembebanan. Pembebanan satu saat ini sering kali dilaporkan di bawah laba bersih, sehingga terkesan perusahaan mengalami penurunan laba bahkan mengalami kerugian.
2. Taking a Bath (Big Bath)
   Bentuk ini biasanya berlangsung selama periode restrukturisasi atau ketika terjadi masalah organisasi, termasuk ketika akan mengangkat CEO baru. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian manajemen akan melaporkan dalam jumlah yang besar dengan cara memindahkan biaya-biaya yang sebenarnya baru akan terjadi pada periode mendatang ke periode sekarang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi pada periode mandatang. Selain itupun perusahaan yang laba bersihnya di bawah batas rencana bonus mungkin akan melakukan take a bath, untuk alasan yang sama, yaitu meningkatkan kemungkinan bonus dimasa datang. Dampaknya perusahaan akan melakukan penghapusan yang besar dan menyimpan laba untuk masa mendatang.
3. Income Smoothing
Income Smoothing merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau bank laba dan kemudian melaporkan laba ini pada saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen ini. Untuk mengurangi fluktuasi dalam pelaporan laba sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi.
2.1.5.3
Motivasi Manajemen Laba

Selain motivasi praktek manajemen laba yang dibahas oleh Positive Accounting Theory (PAT) yang didasarkan oleh perilaku oportunistik, menurut Scott (2003) yang dikutip oleh Gumanti (2001) juga melakukan klasifikasi dari beberapa hasil penelitian atas motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba. Motivasi itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bonus Scheme Hypothesis
Kompensasi (bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.
2. Contracting Incentive
Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas berada di bawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. Political Motivation
Banyak perusahaan yang secara politis nampak jelas, motivasi praktik manajemen laba ini biasanya dialami oleh perusahaan-perusahaan besar, karena aktivitas operasi mereka menyentuh sebagian besar masyarakat. Perusahaan semacam ini cenderung menggunakan kebijakan dan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba yang dilaporkan. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak terlalu disorot publik. Selain itu dengan rendahnya laba, mereka dapat meminta semacam perlindungan ataupun semacam proteksi, misalnya mengenai pengenaan tarif bea impor bahan baku yang lebih rendah dan jaminan perlindungan usaha.
4. Taxation Motivation
Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak. Akan tetapi, otoritas pajak cenderung untuk menerapkan aturan akuntansi mereka dalam perhitungan pendapatan kena pajak sehingga mengurangi ruang bagi perusahaan untuk melakukan manuver. Sebuah pengecualian muncul berkenaan dengan pilihan metode persediaan LIFO atau FIFO. Perusahaan yang menggunakan metode LIFO untuk tujuan pajak juga harus menggunakannya untuk tujuan pelaporan keuangan. Selama periode Inflasi, LIFO biasanya menghasilkan laba dilaporkan dan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan FIFO. Namun tidak semua perusahaan beralih ke LIFO. Dampaknya perusahaan masih bisa menurunkan laba dilaporkan dengan memilih LIFO. Dengan memilih LIFO, harga pokok menjadi lebih tinggi sehingga laba pun akan menurun. Menurunnya laba tentunya akan menurunkan pajak serta mengakibatkan arus kas yang meningkat, dan sebaliknya dengan menaikkan laba dan memilih FIFO namun dengan konsekuensi pajak yang lebih tinggi dan arus kas yang lebih kecil.
5. Incentive Chief Executive Officer (CEO)

Para Chief Executive Officer (CEO) memiliki insentif untuk meningkatkan laba yang dilaporkan untuk memaksimalkan bonus terakhir. Juga para CEO yang kinerjanya buruk. Mereka akan berusaha melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba dilaporkan agar mencegah atau menunda dipecat. Alternatif lain, mereka meninggikan biaya dengan cara menggeser biaya periode berikutnya ke periode sekarang dengan harapan untuk mendapatkan laba dimasa mendatang. Motivasi ini juga berlaku untuk Chief Executive Officer baru.
6. Initial Public Offering (IPO)
Perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) tentunya belum memiliki harga pasar saham. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana menilai saham dari perusahaan yang melakukan Initial public Offering (IPO). Untuk menilai harga saham, informasi akuntansi keuangan yang dijanjikan didalam prospectus merupakan sumber informasi akuntansi yang berguna, sebagai contoh menurut Hughes (1986) yang dikutip oleh Gumanti (2001) secara analitis menunjukkan bahwa informasi, seperti laba bersih dapat berguna untuk membantu investor dalam memberi isyarat bagi manajer dari perusahaan yang go public untuk mengatur laba yang dilaporkan dalam prospectus dengan harapan memberi harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini manajer melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan bertujuan untuk mempengaruhi pasar yaitu persepsi investor.
2.1.5.4 Metode Pendeteksian dan Pengujian Manajemen Laba

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan accruals. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual (accrual based measures) dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi.
Salah satu kelebihan dari pendekatan ini adalah adanya potensi untuk mengungkap cara-cara untuk menaikkan atau menurunkan keuntungan karena cara-cara tersebut kurang mendapat perhatian untuk diketahui oleh pihak luar. Menurut De Angelo (1986) yang dikutip oleh Gumanti (2001) menjelaskan bahwa Accounting Accruals mencerminkan keputusan manajemen, antara lain untuk menghapuskan asset (write down assets). Pengakuan atau penangguhan pendapatan (recognition or defferal of revenue) atau menganggap biaya atau modal suatu pengeluaran (capitalize or expense certain costs).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan total accrual yang terdiri dari discretionary accruals dan non discretionary accruals. Namun yang menjadi proksi dalam penelitian ini adalah discretionary accruals, karena diasumsikan bahwa komponen non discretionary accruals cenderung stabil sepanjang waktu, sehingga yang layak untuk dipertimbangkan adalah komponen discretionary accruals. Namun metode ini memiliki kekurangan apabila nilai non discretionary accruals lebih dominan dari pada discretionary accruals. Hal ini akan mengakibatkan salah perhitungan karena peneliti mengira bahwa telah terjadi praktik manajemen laba dibawah wewenang manajer padahal peningkatan total accruals lebih disebabkan oleh peningkatan non discretionary accruals. Untuk mengurangi salah perhitungan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengukuran discretionary accruals. Selain itu, salah satu alasan utama perusahaan yang go public adalah pesatnya pertumbuhan, maka penyusaian dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bahwa pengukuran discretionary accruals sepenuhnya dipengaruhi oleh pertumbuhan (Friedlan, 1994).
Friedlan mengasumsikan bahwa terdapat proporsi yang konstan antara total accruals dan penjualan pada periode yang bersangkutan. Oleh karena itu, jumlah total accruals yang melekat dalam diskresi manajemen merupakan perbedaan antara total accruals pada periode yang diuji dan total accruals pada periode dasar yang distandardisasi dengan penjualan pada periode dasar.

Secara sistematis, total accruals untuk periode tes dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

TA = NI – CFO

Kemudian akan diukur discretionary accruals dengan menggunakan persamaan :

DACpt = (TApt / SALEpt) – (TApd / SALE pd)

Dimana:
DACpt
=  Discretionary Accrual pada periode tes

TA
=  Total Akrual

NOI
=  Net income
CFO
 = Cashflow from operating activities
TApt
=  Total Accrual pada periode tes
Salept
= Penjualan periode tes

TApd
=  Total Accrual pada periode dasar

Salepd
= Penjualan periode dasar

Di dalam melakukan pendeteksian adanya manipulasi laba, pada umumnya akan ditemukan dua jenis discretionary accruals, yaitu discretionary accruals positif dan negatif Saiful (2004) yang dikutip oleh Gumanti (2001). Discretionary accruals positif mencerminkan manipulasi yang dilakukan manajer dengan pola income increasing, sedangkan negatif akan menunjukkan manipulasi income decreasing. Bentuk-bentuk discretionary accruals tersebut disesuaikan dengan motivasi yang dilakukan oleh manajemen. Misalnya apabila manajemen bermaksud untuk memaksimalkan bonus, jika ditemukan nilai discretionary accruals positif maka manajemen melakukan manipulasi laba dengan pola income increasing. Namun apabila ditemukan nilai discretionary accruals negatif maka hal tersebut mencerminkan bahwa manipulasi laba tidak terjadi bukan berarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola income decreasing karena bonus yang ingin hendak dicapai oleh manajemen tergantung oleh semakin besarnya laba, bukan sebaliknya. Menurut Chan Jegadesh dan Lakonishok (2000) yang dikutip oleh Gumanti (2001) discretionary accruals merupakan laba abnormal yang sebagian besar disebabkan oleh item non kas yang mewakili laba. Sedangkan menurut Gumanti (2001) discretionary accruals merupakan jumlah total accruals yang melekat pada discretion (kebijakan) manajemen. Discretionary Accruals digunakan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba karena manajemen laba lebih ditekankan kepada keleluasaan atau kebijakan (discretion) yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir, dan dijalankan didalam kerangka praktik yang berlaku secara umum yang masih dapat diperdebatkan oleh Bernstein dan Wild (1998) yang dikutip oleh Gumanti (2001), atau dengan kata lain discretionary accruals merupakan accruals dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena discretionary accruals ada di bawah disrcetion manajemen.
2.1.6 Hubungan Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Praktik Manajemen Laba
 Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu pedoman dalam tata kelola perusahaan yang baik, yang dapat membantu  pencapaian tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaannya penerapan Good Corporate Governance (GCG) ini dituangkan dalam suatu mekanisme kerja, salah satunya yaitu mekanisme internal perusahaan yang terdiri dari kepemilikan saham institusional, dewan komisaris yang di dalamnya termasuk komite audit yang sangat berperan dalam meminimalkan manipulasi atau tindak kecurangan di dalam manajemen perusahaan. Diharapkan apabila pelaksanaan mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG) ini dilaksanakan secara optimal oleh pihak perusahaan dapat membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan dan meminimalkan terjadinya tindak kecurangan dalam pengelolaan perusahaan, salah satunya terkait dengan rekayasa kinerja perusahaan atau praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen internal perusahaan. Beberapa pendapat mengenai pengaruh GCG terhadap praktik manajemen laba, diantaranya: 
1. Kepemilikan Saham Institusional dan Manajemen Laba
Bila dihubungkan dengan fungsi monitoring kepemilikan saham institusional juga diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen yang lebih baik dibandingkan investor secara individual. Namun dalam hubungannya indikasi-indikasi tindakan manajemen laba, ada dua pendapat yang bertentangan. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Porter (1992) yang dikutip oleh Gideon SB Boediono (2005) yang didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara (Transsient Owner) yang biasanya menekankan atau terfokus pada laba sekarang. Perubahan yang tidak menyenangkan dalam laba sekarang atau laba jangka pendek dapat mengakibatkan investor institusional melikuidasi kepemilikan mereka, sehingga manajer akan dianggap tidak berkinerja baik, akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Siller dan Pound (1989) yang dikutip oleh Gideon SB Boediono (2005) menyatakan bahwa kepemilikan saham institusional sebagai investor yang sophisticated yang bisa memperoleh keuntungan dalam mendapatkan dan memperoleh informasi, Siller dan Pound menemukan bahwa kepemilikan saham  institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor individual. Mereka akan melakukan fungsi monitoring dan tidak akan mudah diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajemen seperti manajemen laba.
2. Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris juga dipengaruhi oleh ukuran atau jumlah dewan komisaris tersebut yang di dalamnya terdapat komisaris utama, komisaris independen dan komite khusus salah satunya komite audit. Menurut Xie et al. (2003) yang dikutip oleh Gideon SB Boediono (2005) perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau outside director dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Hasil yang sama juga diperoleh Chtourou et al. (2001) menemukan bahwa persentase Komisaris Independen yang lebih tinggi dapat membatasi tingkat manajemen laba. 
3. Komite Audit dan Manajemen Laba

Salah satu hal yang dapat meningkatkan kualitas audit dalam manajemen laba adalah kompetensi dari salah satu anggota komite audit. Chtourou et al. (2001) menguji hubungan corporate governance berupa karakteristik komite audit dan dewan komisaris dengan discretionary accruals sebagai ukuran dari manajemen laba dan menemukan bahwa dewan komisaris dan komite audit yang efektif dapat membatasi manajemen laba. 
Selain pendapat diatas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gideon SB. Boediono (2005) dengan judul Pengaruh Mekanisme Good Governance dan Dampak Manajemen Laba terhadap Kualitas Laba (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta) menyatakan bahwa:

“Mekanisme Good Corporate Governance yang dilihat melalui persentasi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba meskipun pengaruhnya lemah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan mekanisme GCG dapat meminimalkan praktik manajemen laba dan dapat meningkatkan kualitas laba dalam penyajian laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan”.
Dari keterangan beberapa pendapat dan hasil penelitian di atas, bahwa dengan adanya mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan secara optimal oleh pihak perusahaan akan mempengaruhi terhadap tindakan praktik manajemen laba sehingga praktik manajemen laba dapat diminimalkan dengan efektif dan efisien.
2.2      Kerangka Pemikiran

2.2.1
Kerangka Pemikiran

    Ketika pasar telah terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih kompleks, masyarakat di seluruh dunia menunjukkan ketergantungan yang semakin besar atas sektor swasta sebagai motor pelaksana pertumbuhan ekonomi. Perusahaan swasta yang sudah tentu berorientasi pada profit (Profit Oriented) membutuhkan suatu konsep tata kelola perusahaan yang handal dan mampu menjaga kestabilan serta tumbuh kembangnya perusahaan. Dengan alasan tersebut maka perusahaan wajib menerapkan konsep Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu pedoman di dalam pengelolaan perusahaan.

Organizations for Economic Cooperation and Development (2004) dan Forum for Corporate Governance in Indonesia (2002) mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, lebih jauh Shleifer dan Vichny (1997) yang dikutip oleh Gideon SB. Boediono (2005) mengemukakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian  (return) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer. Sementara definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut Mas Ahmad Daniri (2005;8) adalah sebagai berikut : 

“Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku”.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Sebagai suatu konsep tata kelola perusahaan yang baik hendaknya Good Corporate Governance (GCG) mempunyai suatu prinsip-prinsip yang kokoh dan mencerminkan nilai-nilai yang patut untuk dijunjung tinggi serta patut dilaksanakan oleh perusahaan. 
Dalam pelaksanaannya, prinsip Good Corporate Governance (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Dalam kaitan ini mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut Akhmad Syahroza (2002; 27).
Dalam penelitian ini akan dibatasi hanya mengenai mekanisme internal Good Corporate Governance (GCG) yang dilihat dari ukuran dan proporsinya, karena mekanisme internal Good Corporate Governance (GCG) terkait erat dengan tata kelola internal perusahaan, dan permasalahan mengenai praktik manajemen laba yang merupakan inti permasalahan dari penelitian ini berawal dari pihak intern manajemen perusahaan. Mekanisme internal dalam perusahaan antara lain kepemilikan saham institusional, dewan komisaris dalam hal ini komposisi dewan dan juga komite audit (World bank, 1999).
Mekanisme internal Good Corporate Governance ini perlu untuk dijalankan secara konsisten dan terarah, mengingat dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Agency Theory Sofyan Syafri Harahap (2007;554), yang menekankan pada manajer (agent) sebagai pihak yang diberi wewenang oleh pemegang saham (principal) untuk mengelola perusahaan. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang optimal dengan biaya yang efisien sehingga pemilik perusahaan menyerahkan  pengelolaan  perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional sesuai dengan kontrak kerja. Dalam hal ini para tenaga profesional tersebut berperan sebagai agen-agen dari pemegang saham. Sementara pemilik perusahaan yang dikelola oleh manajemen mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. Namun selain pemilik perusahaan, para manajer tersebut juga ingin memaksimumkan kemakmurannya dengan informasi yang dimilikinya, Sehingga hal ini menjadi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan para manajer, selain itu pun para manajer (agent) mempunyai informasi yang lebih banyak (full information) dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Sehingga manajer sangat rentan melakukan praktik manajemen laba atau manipulasi kinerja perusahaan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini dibutuhkan pemantauan kinerja oleh principal secara konsisten.

Menurut Merchand dan Rockness (1994) yang dikutip oleh Gumanti (2001) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

“Manajemen laba sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis yang sesungguhnya tidak dialami oleh perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut dapat merugikan perusahaan”.

Sementara Scott (2003) yang dikutip oleh Gumanti (2001) mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah: 

“Tindakan yang dilakukan manajemen melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka”.

Dari uraian di atas bahwa manajemen laba merupakan tindakan manajemen perusahan yang berusaha untuk mempengaruhi laba perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, atau meningkatkan nilai pasar yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Pihak manajemen melakukan praktik manajemen laba dengan menggunakan proksi discreationary accruals, yaitu kebijakan akuntansi akrual yang memberikan keleluasaan bagi manajer dalam menentukan jumlah transaksi aktual secara fleksibel. Hal ini sulit untuk dikontrol oleh pemilik perusahaan. Jika terjadi discreationary accruals positif, maka perusahaan melakukan income maximazation, dan jika terjadi discreationary accruals negatif maka perusahaan melakukan income minimization. Sehingga dengan praktik manajemen laba pihak manajemen dapat mempengaruhi laba perusahaan. Keadaan ini dapat memicu asimetri informasi dalam laporan keuangan antara manajemen, pemilik perusahaan dan investor potensial.
Melalui mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG), permasalahan di atas dapat diminimalkan. Misalnya melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentasi saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat aktualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gideon SB. Boediono (2005) yang mengemukakan bahwa Kepemilikan institusional berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya, memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Sementara melalui mekanisme dewan komisaris dan dewan direksi, keberadaanya berperan dalam memecahkan agency problem antara manajer dan stakeholder melalui pemonitoringan perilaku manajer. Diharapkan dengan pemonitoringan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan membatasi manajemen (agent) melakukan tindakan-tindakan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan merugikan principal (pemegang saham). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Beasly (1996) yang dikutip oleh Sri Sulistyanto (2003) yang menemukan terdapat hubungan negatif antara proporsi dewan komisaris independen dengan level manipulasi yang dilakukan manajemen. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Chtourou et al. (2001) menemukan bahwa persentasi komisaris independen yang lebih tinggi dapat membatasi tingkat manajemen laba, yang artinya manajemen laba diharapkan cenderung lebih kecil pada perusahaan yang memiliki komisaris independen lebih banyak, karena komisaris independen akan lebih objektif dan tidak mudah untuk terintervensi terutama oleh pihak intern perusahaan.
Efektivitas kegiatan pengawasan (monitoring) dari dewan komisaris juga bergantung pada bagaimana struktur dan susunan organisasi dari dewan komisaris itu. Dewan komisaris yang bertanggungjawab untuk pelaporan keuangan adalah komite audit (audit committee). Komite audit memiliki tanggungjawab spesifik untuk memproduksi laporan keuangan. Komite audit merupakan keharusan di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa efek Indonesia (BEI). Komite audit harus diketuai oleh seorang komisaris independen dan anggotannya 100% outsider director. Diharapkan ketika perusahaan menerbitkan laporan keuangan, apabila mekanisme komite audit ini dijalankan secara optimal, maka akan meminimalkan kecurangan atau tindakan manipulasi oleh manajer. Karena hasil audit akan menyatakan kewajaran atas laporan keuangan yang diterbitkan.

Secara keseluruhan uraian di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gideon SB. Boediono (2005) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari Mekanisme GCG melalui persentasi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan komisaris terutama keberadaan komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba. Gideon SB. Boediono (2005) menemukan bahwa manajemen laba berhubungan negatif dengan keterkaitan organisasional, artinya manajemen laba cenderung berkurang pada perusahaan dengan keterkaitan organisasional yang tinggi, yang disertai proporsi direksi eksternal yang besar dan kepemilikan ekuitas institusional yang tinggi (struktur corporate governance relatif baik). Mekanisme penerapan GCG tersebut berfungsi untuk memonitoring kinerja manajemen dalam meminimalkan praktik manajemen laba sehingga menghasilkan kualitas laba perusahaan yang baik. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yang dijadikan acuan oleh penulis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
	Peneliti/ Judul
	Hasil Penelitian
	Perbedaan
	Persamaan

	Peneliti: Gideon SB Boediono (2005)

Judul: Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan Dampak Praktik Manajemen Laba Terhadap Kualitas Laba
	Terdapat pengaruh dengan korelasi negatif dari Mekanisme GCG terhadap praktik manajemen laba. 
	·  Variabel Penelitian terdiri dari X,  Y, dan Z dengan metode analisis jalur (path analysis).

·  Subjek penelitian sebanyak 96 emiten yang merupakan kelompok industri manufaktur yang telah listing di BEI sejak tahun 1996-2002.

·  Sampel penelitian yaitu laporan keuangan dan data mekanisme GCG) pada tahun 2002
	Menggunakan proksi Discretionary Accruals yang merupakan jumlah total accruals yang melekat pada discretion (kebijakan) manajemen. Dalam penelitian ini Discretionary Accruals  digunakan sebagai proksi dalam menghitung Manajemen Laba.


Dengan demikian mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui pengendalian yang dilakukan oleh kepemilikan saham institusional, dewan komisaris, termasuk komite audit apabila dijalankan secara optimal sesuai dengan proporsinya dan menjunjung tinggi pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian serta kewajaran atau keadilan, diharapkan dapat  meminimalkan secara efektif penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak manajemen melalui praktik manajemen laba sehingga tercipta suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik, dan dapat melindungi hak pemegang saham serta mendukung dalam pencapaian visi, misi perusahaan dalam jangka panjang.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2006 ; 70) hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.    
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap Praktik Manajemen Laba”. 
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